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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 162 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TRANSPORTASI DARAT PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanann Umum, Instansi pemerintah

yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (PKK-BLU) wajib menggunakan standar

pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan

kewenangannya;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas

pelayanan pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan

Transportasi Darat (BPPTD) Palembang diperlukan

adanya Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Balai

Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD)

Palembang.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Pendidikan Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran

Negara Repulik Indonesia Nomor 4722);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5025);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rupublik

Indonesia Nomor 4496);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65

Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51

Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang

Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5310);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5668);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007

tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor KM 50 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat;
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18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun

2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1113);

19. Peratura Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya

Manusia Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan

Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau, Dan

Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 294);

20. Peratuan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan

Angkutan Sungai Danau (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 224).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR

PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TRANSPORTASI DARAT PALEMBANG

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan

Transportasi Darat (BPPTD) Palembang merupakan pedoman

pelayanan yang wajib dilakukan oleh Balai Pendidikan Dan

Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang dalam

penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan

manajemen di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,

angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan

Transportasi Darat (BPPTD) Palembang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Dasar Hukum, Persyaratan

Pelayanan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu
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Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Pelayanan, Sarana,

Prasarana dan/atau Fasilitas, Kompetensi Pelaksana,

Pengawasan Internal, Penanganan Pengaduan Saran dan

Masukan, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan

Keamanan dan Keselamatan Pelayanan serta Evaluasi Kinerja

Pelayanan.

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan

Transportasi Darat (BPPTD) Palembang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada Tahun

2015.

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan Dan Pelatihan

Transportasi Darat (BPPTD) Palembang yang telah

diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara

berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan Dan

Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang.

(2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan Balai

Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD)

Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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